BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik
Indonsia tahun 1945 dinyatakan, salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan
pembukaan UUD 1945 itu, dalam batang tubuh konstitusi diantarnya Pasal 20,
Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 juga mengamanatkan
bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pedidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa serta akhlah mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang, sistem pendidikan
nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,
peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk
menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal,
nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara

terencana, terarah dan berkesinambungan.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan
untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang
bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang

status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan
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akses dan peningktan mutu pendidikan akan membuat warga negara
Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills), sehingga mendorong
tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan
modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam

UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk
berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang menjunjung
tinggi dan memegang dengan teguh norma dan nilai yaitu norma agama dan
kemanusiaan, norma persatuan bangsa, norma kerakyatan dan demokrasi, dan
norma keadilan sosial. Norma agama dan kemanusiaan menuntun kita untuk
menjalani kehidupan sehari-hari baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa,
makhluk individu, maupun makhluk sosial. Norma persatuan dan kesatuan
bangsa menuntun kita untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka
memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Norma kerakyatan dan demokrasi menuntun kita untuk membentuk manusia
yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi
dalam kehiduan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Norma keadilan
sosial adalah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan
bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk
diskriminasi dan terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka
mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial. Penyelenggaraan pendidikan
didasarkan pada empat paradigma universal yang perlu diperhatikan antara

lain pemberdayaan manusia seutuhnya, pembelajaran sepanjang hayat pada



peserta didik, pendidikan untuk semua, pendidikan untuk perkembangan,

pengembangan, dan/atau pembangunan berke lanjutan.

Menurut data Badan Pencatat Statistik (BPS) kondisi eksternal
pendidikan nasional pada periode 2005-2009 dalam penyediaan layanan
pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah
menunjukkan peningkatan. Angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang ini
meningkat dari 39,09% pada tahun 2004 menjadi 50,62% pada tahun 2008.
Pada tahun 2009 diperkirakan akan terjadi peningkatan APK menjadi 53,90%.
Disparita APK pada jenjang PAUD antarwilayah terjadi penurunan yaitu dari
6,0% pada tahun 2004 menjadi 3,61% pada tahun 2008 dan diperkirakan turun

menjadi 3% pada tahun 2009.



Tabel 1.1 Capaian PAUD Tahun 2004-2008

Jenjang Indikator 2004 2005 2006 2007 2008
pendidikan | kinerja (kondisi
awal)
PAUD APK (%) 39,09 42,34 | 45,63 | 48,32 50,62
Disparitas
APK antara | 6,04 5,42 4,37 4,2
Kabupaten
dan Kota (%)

Sumber BPS data capaian PAUD tahun 2004-2008

Pada jenjang SD/Ml/Pake A terjadi peningkatan angka partisipasi
kasar (APK) dari 112,5 % pada tahun 2004 menjadi 116,56% pada tahun 2008
dan diperkirakan menjadi 116,95% pada tahun 2009. Seiring dengan itu angka
partisipasi murni (APM) naik dari 94,12% pada tahun 2004 mnjadi 95,14%
pada tahun 2008, dan diperkirakan menjadi 95,40% pada ahun 2009. Pada
jenjang SMP/MTs/sederajat, APK meningkat dari 81, 22% pada tahun 2004
menjadi 96,18% pada tahun 2008 dan diperkirakan menjadi 98,00% pada

tahun 2009, sperti terlihat pada tabel 1.2.




Tabel 1.2 Capaian Pendidikan Dasar Tahun 2004-2008

Jenjang Indikator Kinerja 2004 2005 | 2006 2007 2008
Pendidikan (Kondisi
awal)
SD/MI/SDL | APK (%) 112,5 112,2 | 112,57 | 115,71 | 116,56
B/ Disparitas APK
Paket A antara Kabupaten | 2,49 2,49 243 2,4 2,28
dan Kota
APM (%) 94,12 94,3 94,48 |94,9 95,14
Rerata Nilai UN
- - 7,03
Sekolah  Bertaraf
Internasional (SBI) | - - 22 141 207
atau Dirintis
Bertaraf
Internasional
(RSBI)
SMP/MTs/S | APK (%) 81,22 85,62 | 88,68 |[9252 |96,18
MPLB/ Disparitas APK
Paket B antara Kabupaten | 25,14 25,14 | 23,44 |23 20,18
dan Kota
Rerata nilai UN
5,26 6,28 | 7,05 7,02 6,87
Sekolah  Bertaraf
Internasional (SBI)
atau Dirintis
Bertaraf
Internasional 0 0 34 170 277
(RSBI)
Rasio Lulusan
SMP/MTs dan
SMA  /SMK/MA
tidak melanjutkan
mengikuti PKH (%) | 5 6,5 12,7 12,5 16,4
Medali emas
Olimpiade 0 12 8 28 52

Internasional

Sumber BPS Capaian Pendidikan Dasar Tahun 2004-2008

Disparitas APK SD/MI/Paket A/sederajat antara kabupaten dan kota

menurun dari 2,5% pada tahun 2004 menjadi 2,3% pada tahun 2008 dan

diperkirakan turun menjadi 2,2% pada tahun 2009. Sementara itu, disparitas




APK SMP/MTs/Paket B/sederajat menurun dari 25,1% pada tahun 2004
menjadi 20,2% pada tahun 2008 dan diperkirakan turun menjadi 18,9% pada
tahun 2009. Presentase kelulusan ujian dari mulai jenjang SMP/MTs dari
tahun ajaran 2004/2005 sampai tahun 2007/2008 mengalami kenaikan
walaupun tidak secara konsisten atau berfluktuasi dari tahun ke tahun. Rata-
rata nilai UN SMP/MTs pada tahun 2008 adalah sebesar 6,87 dengan tingkat
kelulusan sebesar 92,76%. Rata-rata nilai ujian SMP/MTs tersebut masih
dibawah target 2008 yaitu 7. Hal ini menghawatirkan karena disamping target

nasional tidak tercapai, juga tingkat ke lulusan masih dibawah 95%.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan alokasi RAPBN
2010 untuk pendidikan sebesar 51,8 Triliun. Anggaran ini paling tinggi
dibanding dengan alokasi anggaran lain. Program pendidikan menjadi
prioritas pertama dengan beaya sekolah gratis. Tapi dalam kenyataan di
masyarakat, sekolah gratis hanya sebuah jargon. Alokasi dana pendidikan
ditujukan untuk program wajib belajar sembilan tahun dan pemerataan
pendidikan di Indonesia dan juga meningkatkan daya saing dunia pendidikan.
Program pemerintah berupa biaya SD dan SMP juga digratiskan, namun
faktanya, meskipun anggaran penddikan 2008 juga lebih tinggi dibanding
anggaran lain, angka anak putus sekolah masih tinggi. Dilihat secara
persentase, jumlah total siswa yang putus sekolah dari SD atau SMP memang
hanya berkisar 2 hingga 3 persen dari total jumlah siswa. Namun, persentase
yang kecil tersebut menjadi besar jika dilihat angka sebenarnya. Jumlah anak

putus sekolah SD setiap tahun rata-rata berjumlah 600.000 hingga 700.000



siswa. Sementara itu, jumlah mereka yang tidak menyelesaikan sekolahnya

di SMP sekitar 150.000 sampai 200.000 orang.

Pada era otonomi daerah ini asumsi awal melihat besarnya angka putus
sekolah adalah situasi kemiskinan yang melilit kemampuan penduduk ataupun
pemerintah suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Fakta
menunjukkan, provinsi dengan tingkat pendapatan rendah cenderung memiliki
angka putus sekolah yang juga tinggi. Papua Barat, Sulawesi Barat, Maluku,
Gorontalo, dan Maluku Utara pada tahun 2007 termasuk dalam lima provinsi
yang memiliki nilai produk domestik regional bruto (PDRB) terendah di
antara 28 provinsi yang lain. Kecuali Maluku yang mencatat angka 1,45
persen, putus sekolah SD di empat wilayah lain mencapai 3-5 persen. Di
tingkat SMP angkanya lebih tinggi lagi, yaitu 2-7 persen. Kekurangberdayaan
secara ekonomi di provinsi-provinsi tersebut memengaruhi kelangsungan
pendidikan di wilayahnya. Dengan pendapatan per kapita per tahun Rp 3 juta
hingga Rp 5 juta, total anak putus sekolah SMP di lima provinsi tersebut
hampir mencapai 10.000 anak, sementara lebih dari 31.00 siswa SD juga
mengalami putus sekolah. Namun, kemiskinan rupanya tidak selalu menjadi
satu-satunya penyebab. Paling tidak, jika mencermati nilai PDRB setiap
provinsi di Indonesia, tampak jika wilayah yang “kaya” belum tentu lebih
unggul dalam angka putus sekolah. Ambil contoh DKI Jakarta yang
merupakan provinsi “terkaya” dengan nilai PDRB mencapai Rp 563,8 triliun
pada tahun 2007. Jakarta berada di atas rata-rata nilai PDRB nasional yang

sebesar Rp 96 triliun. Namun, sayang, penuhnya pundi uang yang dimiliki
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Jakarta belum berhasil menurunkan angka putus sekolah di provinsi yang
juga menjadi ibu kota negara ini. Pada tahun ajaran 2005/2006 hingga
2006/2007 angka putus sekolah SD di Jakarta masih menyentuh angka 1,78
persen. Persentase ini bahkan lebih tinggi dari beberapa provinsi lain dengan
pendapatan regional jauh di bawah Jakarta, seperti Sulawesi Tenggara (1,37

persen) dan DI Yogyakarta (1,21 persen).

Fakta di lapangan terjadi ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Di
wilayah-wilayah yang secara geografis sangat luas dan aksesnya terbatas,
seperti wilayah-wilayah pedalaman, untuk mencapai sekolah yang berjarak
puluhan kilometer tentu bukan perkara mudah. Jika kondisi transportasi
wilayah memang sulit dan memakan biaya besar, bisa dipastikan putus
sekolah bagi si anak tinggal menunggu waktu. Data menunjukkan bahwa
sebagian kasus putus sekolah banyak terjadi di wilayah-wilayah yang secara
geografis masih kesulitan sarana transportasi. Beberapa provinsi yang
wilayahnya luas seperti yang ada di Indonesia bagian timur dan beberapa di
bagian barat masih memiliki kendala transportasi seperti ini. Misalnya,
Maluku dan Papua yang memiliki luas wilayah kabupaten dan kota rata-rata
ribuan hingga puluhan ribu kilometer persegi. Meski wilayahnya sangat luas,
jumlah sekolah yang ada terbatas. Dampaknya, persebaran pun tidak merata.
Setelah faktor ekonomi dan faktor teknis, pandangan sosiokultural keluarga
dan masyarakat tentang penting atau tidaknya sekolah juga kerap Kkali
menentukan keberlangsungan nasib siswa dalam melanjutkan pendidikan

(http://pakguruonline.pendidikan.net/otonomi_pendidikan.html).
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Selain masalah ketidakmerataan, selama ini paradigma pendidikan

masih berorientasi pada kecerdasan kognitif, belum sampai pada afeksi
bahkan konatif. Berbeda dengan pendidikan di luar negeri yang menekankan
pada problem lesson, di Indonesia masih menekankan content lesson,
pendidikan yang lebih berfokus pada isi. Problem lesson yang dimaksudkan
adalah pelajaran yang menekankan pada penyelesaian permasalahan yang ada
pada masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar penambahan fasilitas pendidikan

tanpa disertai perubahan paradigma.

Kelulusan juga ditentukan oleh standar nilai minimal, hal ini juga
menimbulkan masalah baru, bukan tentang standar nilai itu mempersulit atau
mempermudah, tetapi adalah kemampuan siswa itu untuk mencapai standar
tersebut. Pemerintah pusat seharusnya tidak menetapkan standar ganda.
Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan
Nasional (Sisdiknas) bahwa gurulah yang berhak memberikan penilaian
keberhasilan peserta didik. Namun seperti kita ketahui bersama ternyata
pemerintah menentukan standar kelulusan siswa melalui Ujian Nasional.
Cukupkah keberhasilan siswa selama tiga tahun hanya ditentukan dengan
melihat hasil ujian selama tiga hari? Pemerintah harus instrospeksi, bukankah

standar ganda itu melanggar Undang-undang?

Pemerintah Daerahpun banyak yang hanya melihat bahwa prosentase
kelulusan UAN sebagai prestise daerah. Fenomena ketakutan dianggap
sebagai daerah tertinggal sangat menghantui para pemimpin daerah, bahkan

kalau kita simak beberapa saat lalu ada kepala daerah yang mengancam akan
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memutasi Kepala Sekolah jika banyak siswa yang tidak lulus, sehingga
seringkali dalam pelaksanaan Ujian Akhir Nasional terjadi penyimpangan-
penyimpangan dan kecurangan-kecurangan yang bertujuan tidak lain untuk

mengejar target kelulusan.

Pada hakekatnya manusia dilahirkan dalam potensi yang berbeda-beda.
Oleh karenanya mekanisme pengembangan karakter dan kemampuan yang
dapat dilakukan di lembaga pendidikan seyogyanya harus memiliki bentuk
keberagaman baik dari segi akademik maupun non akademik. Di sisi lain
adanya  keanekaragaman  potensi  daerah  telah  mengharuskan
ditumbuhkembangkannya model pendidikan yang dapat menggali kekayaan di
sekitar lembaga pendidikan itu berdiri. Untuk itu momentum desentralisasi
pendidikan saat ini hendaknya dioptimalkan secara positif semata-mata untuk
memberikan ketepata pelaksanaan pendidikan yang dilandasi oleh
kepentingan pengembangan keberagaman potensi sumber daya manusia dan
alam setiap daerah. Desentralisasi pendidikan di Indonesia mengacu pada
pemerintahan daerah kabupaten/kota. Tujuan diberlakukannya desentralisasi
adalah terwujudnya pemerataan kesempatan pendidikan dengan tercapainya
program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, adanya pengembangan
keberagaman potensi peserta didik dan lingkungan dalam konteks kurikulum
diversivikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat, meningkatnya
partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan, serta sistem
penyelanggaraan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu

desentralisasi merupakan program peningkatan tanggung jawab yang lebih
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besar untuk pemerintahan tingkat provinsi dan kabupaten dalam mencapai
tujuan-tuyjuan Pendidikan Untuk Semua (PUS). Aspek desentralisasi
pendidikan meliputi substantif, yaitu pengaturan tentang tenaga kependidikan,
sarana dan prasarana, pembiayaan, dan administraif, di sisi lain adalah aspek
fungsi manajemen yang ditempuh melalui mekanisme partisipasi masyarakat.
Pengembangan konsepsi desentralisasi pendidikan di Indonesia dikemas
dalam progra pendidikan School Based Management (MBS) dan School Based

Community (MBM).

Sekolah Alternatif merupakan suatu konsep proses pendidikan yang
berupaya mengakomodasi tujuan-tujuan pendidikan sesuai dengan hakikat
pendidikan yaitu mengembangkan potensi manusia sesuai dengan keunikan
dan keberagamannya. Di Indonesia sendiri sekolah alternatif telah banyak
ditemukan keberadaannya dan disambut baik oleh sebagian masyarakat yang
berpandangan bahwa pendidikan tidak harus serta merta dilaksanakan di
dalam gedung sekolah, dan pada hakikatnya pendidikan yang berkualitas tidak
harus mahal dan dalam kenyataannya dapat dijangkau oleh semua lapisan
masyarakat. Konsep yang diusung oleh sekolah-sekolah alternatif di Indonesia
ini sejalan dengan pemikiran tokoh pendidikan besar Ivan Illich dalam buku
Kebijakan Pendidikan yang mengatakan bahwa sekolah bukan penjara bagi
peserta didiknya, namun sekolah adalah tempat untuk mengembangkan

potensi peserta didik dengan keunikan dan keberagamannya. (Tilaar, 2007:93)

Ada beberapa konsep sekolah alternatif yang sedang berkembang di

Indonesia diantaranya adalah konsep sekolah alternatif Home Schooling yaitu
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sebuah konsep sekolah alternatif yang dalam pelaksanaan proses
pendidikannya menggunakan media teknologi yang berbasis internet. Konsep
sekolah alternatif yang lainnya adalah sekolah alam. Adapun sekolah alternatif
yang bentuknya sekolah kejar paket A vyaitu sekolah yang setara dengan
sekolah dasar (SD), sekolah kejar paket B yaitu sekolah yang setara dengan
sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah kejar paket C yaitu sekolah
yang setara dengan sekolah menengah atas (SMA). Selain itu terdapat
berbagai bentuk sekolah alternatif yang didirikan dengan konsep berbeda-beda
dan pelaksanaannya juga beragam, misalnya rumah singgah yang

diperuntukkan bagianak jalanan.

Sekolah alternatif muncul akibat dari timbulnya kebutuhan-kebutuhan
peserta didik yang tidak bisa dipenuhi oleh sekolah formal dan juga karena
mahalnya biaya pendidikan di sekolah fomal yang tidak bisa dipenuhi oleh
para peserta didik. Selain itu beberapa sekolah alternatif muncul sebagai upaya
untuk mengembalikan tujuan pendidikan pada tujuan semula yang terdapat
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat yang
menyatakan bahwa tujuan dari negara kita salah satunya adalah untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta sebagai bentuk pelaksanaan amanat
Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pendidikan adalah hak dari setiap warga

negara.

Sekolah Qoryah Thoyyibah di Desa Kalibening Salatiga adalah salah
satu bentuk sekolah alternatif yang berbasis komunitas yang dalam

prakteknya mengembalikan hakikat pendidikan pada tujuan semula yaitu
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membentuk manusia yang sesuai dengan karakteristik, kemampuan dan
minatnya masing-masing. Sekolah ini bukanlah sekolah-sekolah formal seperti
kebanyakan sekolah yang ada. Sekolah yang didirikan untuk menampung para
anak-anak dari orang tua yang mengalami kesulitan ekonomi tetapi
mempunyai semangat untuk mengenyam pendidikan ini merupakan sekolah
terbuka yang mempunyai segudang catatan prestasi yang luar biasa. Bukan
sekolah terbuka yang hanya cenderung sebagai lembaga pembagi-bagi ijazah,
tetapi di sekolah ini semua warganya selalu berusaha mengelola proses
pendidikannya secara serius. Di sekolah ini para siswa belajar menurut apa
yang mereka sukai dan inginkan. Sebagai mana nama program yang
digalakkan oleh pemerintah adalah program wajib belajar, dengan pemahaman
bahwa kata belajar tidak sebatas hanya di dalam gedung sekolah, dan tidak

ada kata terlambat untuk belajar.

Berangkat dari beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang telah dikemukakan di atas,
maka dalam penlitian ini penulis melakukan analisa tentang konsep dan
straegi yang dilakukan oleh Sekolah Alternatif Qoryah Thoyyibah di Desa
Kalibening Salatiga di Desa Kalibening Salatiga sebagai wujud Program

Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
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B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun mempunyai
tujuan yang mulia diantaranya adalah pendidikan untuk semua, namun dalam
pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala dan masalah. Melalui uraian

diatas berikut masalah yang dapat diidentifikasi:

Masalah Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun secara umum:

1. Masih tingginya angka putus sekolah. dan ketidakmerataan pendidikan di
Indonesia.

2. Paradigma pendidikan masih berorientasi pada kecerdasan kognitif, belum
sampai pada afeksi bahkan konatif .

Masalah Pelaksanaan Konsep dan Strategi Sekolah Alternatif Qoriyah

Thoyibah dalam mewujudkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun:

1. Masih kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam
pelaksanaan konsep dan strategi Sekolah Alternatif Qoryah Thoyyibah
sebagai wujud pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun.

2. Paradigma masyarakat yang sebagian besar masih keliru memandang
konsep dan strategi yang ditawarkan oleh Sekolah Alternatif Qoryah

Thoyyibah di Desa Kalibening Salatiga.

Dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis konsep dan strategi
pendidikan yang dilakukan oleh Sekolah Alternatif Qoryah Thoyyibah di Desa

Kalibening Salatiga dalam melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar
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dengan konsep dan strategi yang berbeda dibandingkan dengan sekolah
formal lainnya. Melalui pembatasan masalah tersebut maka penelitian ini

merumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana penerapan konsep dan strategi pendidikan Sekolah
Alternatif Qoryah Thoyyibah di Desa Kalibening Salatiga dalam memecahkan

masalah pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun?”

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa konsep dan strategi Sekolah Alternatif Qoryah Thoyyibah di
Desa Kalibening Salatign di Desa Kalibening Salatiga dalam

melaksanakan program Wayjib Belajar 9 Tahun.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi
kekuatan, peluang, aspirasi dan indikator keberhasilan dalam pelaksanaan
konsep dan strategi Sekolah Alternatif Qoryah Thoyyibah di Desa
Kalibening Salatiga di Desa Kalibening Salatiga dalam melaksanakan

program Wajib Belajar 9 Tahun.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan keilmuan yang telah didapat

dalam masa studi khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan dan
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prakteknya di lapangan, dalam hal ini adalah pelaksanaan program Wajib

Belajar Pendidikan Dasar.

2. Bagipihak lain

a. Bagi Pemerintah dan stakeholder pendidikan diharapkan penelitian ini
memberikan gambaran tentang pelaksanaan program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar di lapangan serta memberikan masukan dalam membuat
kebijakan pendidikan khususnya yang menyangkut program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar.

b. Bagi masyarakat umum penelitian ini diharapkan memacu partisipasi
aktif dalam proses pendidikan, baik sebagai pemberi pertimbangan,
pendukung pendidikan, dan mediator antara pemerintah dan pemerintah

daerah dalam membuat kebijakan pendidikan.
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BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Pendidikan

Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha
manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam
masyarakat dan kebudayaannya. Dengan demikian, bagaimanapun
sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya terjadi atau
berlangsung suatu proses pendidikan. Karena itulah sering dinyatakan
pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Pendidikan pada
hakikatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya. Pendidikan
menurut pengertian Yunani adalah “pedagogik” yaitu ilmu menuntun anak,
orang Romawi memandang pendidikan sebagai “educare”, yaitu
mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang
dibawa dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai
“Erzichung” yang setara dengan educare, yakni membangkitkan kekuatan
terpendam atau mengaktifkan kekuatan/potensi anak. Dalam bahasa Jawa
pendidikan berarti panggulawentah (pengolahan), mengolah, mengubah,
kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran dan watak, mengubah kepribadian
sang anak. Sedangkan menurut Herbart pendidikan merupakan pembentukan
peserta didik kepada yang diinginkan sipendidik yang diistilahkan dengan

Educere.( M.R. Kurniadi,STh;1) Dalam kamus besar Bahasa Indonesia,
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pendidikan berasal dari kata dasar “didik” (mendidik), yaitu memelihara
dan memberi latihan (ajaran pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan
pikiran sedangkan pendidikan mempunyai pengertian proses pengubahan dan
tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia
melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perluasan, dan cara mendidik. Ki
Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai upaya untuk memajukan
budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan
hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.
Tinjauan Etimologis

Istilah pendidikan, menurut Carter V. Good dalam ‘“Dictionary of
Education” dijelaskan sebagai berikut:
a. Pedagogy
1. The art, practice of profession of teaching
“seni, praktik atau profesi sebagaipengajar (pengajaran)”
2. The sistematized learning or instruction concerning principles and
methods of teaching and of student control and guidance; lagerly replaced
by the term of education.
“Ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip-
prinsip dan metode-metode mengajar pengawasan dan bimbingan murid
dalam arti luas diartikan dengan istilah pendidikan”
b. Education:
1. Proses perkembangan pribadi;
2. Proses sosial;

3. Profesional cources;
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4. Seni untuk membuat dan memahami ilmu pengetahuan yang tersusun
yang diwarisi/dikembangkan generasi bangsa.

Tinjauan Terminologis

Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai upaya untuk
memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan
kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan
masyarakatnya. Lebih lanjut beliau (Kerja Ki Hajar Dewantara 1962:14)
menjelaskan bahwa ‘Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk
memajukan bertumbuhnya budi pekerti ( kekuatan batin, karakter),pikiran
(intellect) dan tubuh anak; dalam pengertian Taman Siswa tidak boleh
dipisah-pisahkan bagian-bagian itu, agar supaya kita dapat memajukan
kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita
didik selaras dengan dunianya .

Beliau lebih lanjut mejelaskan bahwa pendidikan harus mengtamakan
aspek-aspek berikut:
1. Segala alat, usaha dan cara pedidikan harus sesuai dengan kodratnya
keadaan.
2. Kodratnya keadaan itu tersimpan dalam adat-istiadat setiap rakyat, yang
oleh karenanya bergolong-golongan merupakan kesatuan dengan sifat
prikehidupan sendiri-sendiri, sifat-sifat mana terjadi dari bercampurnya semua
usaha dan daya upaya untuk mencapai hidup tertib damai.
3. Adat istiadat, sebagai sifat peri kehidupan atau sifat percampuran usaha dan
daya upaya akan hidup tertib damai itu tiada terluput dari pengaruh zaman dan

tempat.; oleh karena itu tidak tetap senantiasa berubah.
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4. Akan mengetahui garis-hidup yang tetap dari sesuatu bangsa perlulah kita
mempelajari zaman yang telah lalu.
5. Pengaruh baru diperoleh karena bercampurgaulnya bangsa yang satu
dengan yang lain,percampuran mana sekarang ini mudah sekali terjadi
disebabkan adanya hubungan modern.Haruslah waspada dalam memilih mana
yang baik untuk menambah kemuliaan hidup kita dan mana yang akan
merugikan. ltulah diantara pikiran- pikiran beliau yang sangat sarat dengan
nilai

Pendidikan merupakan transfer of knowledge, transfer of value dan
transfer of culture and transfer of religius yang semoga diarahkan pada upaya
untuk memanusiakan manusia. Hakikat proses pendidikan ini sebagai upaya
untuk mengubah perilaku individu atau kelompok agar memiliki nilai-nilai
yang disepakati berdasarkan agama, filsafat, ideologi, politik, ekonomi, sosial,
budaya dan pertahanan keamanan. Menurut pandangan Paula Freire
pendidikan adalah proses pengaderan dengan hakikat tujuannya adalah
pembebasan. Hakikat pendidikan adalah kemampuan untuk mendidik diri

sendiri.
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B. Hakikat Manusia

Pandangan mengenai hakikat manusia dapat dibedakan dalam dua
aliran besar yaiu aliran idealisme spiritualisme dan materialisme. Hakikat
manusia menurut pandangan kaum idelaisme spiritualisme melihat
kemampuan yang besar dari ide, seperti yang diungkapkan oleh Frederich
Hegel. Hakikat kehidupan manusia ditentukan oleh peraturan antara ide-ide
yang saling berlawanan. Dari suatu ide atau thesa bertentangan dengan ide
yang lain atau anti-thesa dan melahirkan ide pada tingkat yang lebih tinggi

atau sintesa yang berakhir pada ide absolut.

Manusia paripurna adalah perwujudan dari ide yang absolut itu. Ide
absolut itu dapat berupa negara, dapat berupa maha pencipta, dapat pula
berupa insan kamil. Akan tetapi, manusia adalah manusia yang serba terbatas
yang tidak akan pernah mencapai ide absolut itu. Sebaliknya paham
materialisme melihat manusia itu tidak lebih dari bagian alam mikro yaitu
bagian dari alam materi yang melihat hal yang realistis yang dapat diraba dan
dapat dibentuk dengan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat.
Salah satu kekuatan yang membentuk manusia adalah kekuatan-kekuatan yang
ada dalam masyarakat. Salah satu kekuatan yang membentuk manusia adalah
kekuatan-kekuatan ekonomi yang tersembunyi di dalam kelas-kelas dalam
masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai ungkapan manusia yang disebut
kebudayaan atau agama merupakan produk dari kelas-kelas di dalam

masyarakat. (Tilaar, 2007:22-23)
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Tugas pendidikan ialah menyadari akan adanya kepincangan-
kepincangan di dalam masyarakat yang diakibatkan oleh kekuatan-kekuatan
tersebut, sehingga tugas pendidikan ialah merombak kelas-kelas artifisial yang
dikonstruksikan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi di dalam masyarakat untuk
menciptakan masyarakat tanpa kelas. Kesimpulan sementara mengenai

hakikat manusia adalah:

1) Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat mewujudkan
kemanusiaannya.

Berbeda dengan dunia binatang karena manusia itu adalah makhluk yang
memerlukan pendidikan. Tanpa pendidikan manusia tidak mungkin menjadi
manusia atau mewujudkan kemanusiaanya. Inilah ungkapan manusia sebagai
animal educandum.

2) Manusia adalah animal educabili.

Hal ini berarti bahwa manusia itu mempunyai potensi untuk dididik atau
dikembangkan. Apabila manusia itu dilahirkan sudah sempurna maka manusia
tidak lagi memerlukan pendidikan. Manusia diciptakan oleh Maha Pencipta
dengan segala kesempurnaannya tetapi juga dilahirkan di dalam berbagai
kelemahannya sebagai manusia, oleh sebab itu ia memerlukan pendidikan
untuk mewujudkan kemanusiaannya sebagai potensi

3) Manusia adalah makhluk sosial.

Proses pendidikan merupakan suatu proses interaksi interpersonal dan oleh
sebab itu proses pendidikan adalah proses dalam tataran sosial. Di dalam
kaitan ini proses pendidikan yang bertujuan hanya untuk melahirkan pekerja-

pekerja yang handal tetapi tanpa etika karena hanya untuk mengejar
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keuntungan-keuntungan semata bukanlah proses pendidikan yang
sebenarnya. Selanjutnya, manusia mengasumsikan bahwa manusia adalah
makhluk sosial. Seorang anak manusia tidak dapat mewujudkan
kemanusiaannya apabila dia dalam keadaan soliter atau terlepas dari
masyarakatnya. Dalam hal ini, pendidikan tidak terjadidi dalam ruangan maya
tetapi di dalamdialog antar manusia.

4) Proses pendidikan terjadi dalam kehidupan masyarakat yang
berbudaya. Kebudayaan manusia merupakan hasil interaksi dari anggota
masyarakatnya yang kemudian diturunkan dari satu generasi ke generasi
selanjutnya dengan proses perubahannya.

5) Apabila hakikat manusia sebagai makhluk manusia yang dididik,
yang mempunyai potensi untuk dididik maka secara implisit terdapat
pengakuan adanya ke mampuan manusia untuk menjadi pendidik.

Proses pendidikan bukan suatu proses satu arah tetapi suatu proses dua arah
antara pendidik dan peserta didik. Tugas pendidik adalah tugas yang paling
tua di dunia ini sebagaimana tugas seorang ibu sebagai pendidik yang utama
bagi anak-anaknya. Jadi hakikat manusia bukan hanya sebagai animal

educandum, animal educabili, tetapi juga sebagai animal edukator.

Demikianlah secara ringkas hakikat manusia dan hakikat proses
pendidikan yang hanya terjadi dalam dunia manusia karena manusia itu
adalah makhluk yang dididik, yang dapat dididik, dan yang mendidik

sesamanya.
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C. Hakikat Manusia dan Proses Pendidikan

Berdasarkan pandangan mengenai hakikat manusia yang berbeda-beda

lahirlah berbagai rumusan tentang tujuan proses pendidikan itu. Tujuan yang

akan dicapai melalui kebijakan-kebijakan tertentu yang terkait dengan itu

adalah kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan tersebut menyangkut

beberapa hal antara lain

1)

2)

Pendidikan sebagai Transmisi Kebudayaan

Pandangan ini sangat umum dan populer di dalam suatu
masyarakat tradisional. Seperti yang terjadi di dalam masyarakat
tradisional yang belum mengenal lembaga pendidikan sekolah, pendidikan
terjadi di dalam lingkungan keluarga dan di dalam lingkungan
masyarakatnya yang terbatas. Proses pendidikan dinilai sebagai proses
menstransmisikan nilai-nilai budaya yang telah terakumulasi dari satu

generasi ke generasi lainnya.

Pendidikan sebagai Pengembangan Kepribadian

Proses pendidikan sebagai pengembanagan kepribadian encakup
upaya yang sangat luas. Terdapat banyak teori mengenai kepribadian,
strukturnya, pengembangannya, tujuannya dan sebagainya sehingga proses
pendidikan sebagai pengembangan kepribadian mencakup berbagai upaya
yang luas sehingga kehilangan fokusnya. Barangkali yang lebih tepat
adalah pengembangan kepribadian seseorang sesuai dengan bakat yang

dimilikinya sehingga dengan bakat itu dapat menyumbangkan secara
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optimal kemampuannya untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat

bangsanya.

3) Pendidikan sebagai Penge mbangan Akhlak Mulia serta Religius.

4)

Dalam lembaga pendidikan baik formal, non formal dan informal,
pengembangan akhlak mulia dan religius tentu saja menempati salah satu
tugas dari lembaga itu. Namun demikian, lembaga-lembaga pendidikan di
dalam masyarakat modern terutama ditujukan untuk pengembangan
pribadi mandiri dalam dalam berbagai aspek kepribadiannya termasuk
memiliki kepribadian dengan akhlak mulia dan religius. Terlebih lagi
dalam negara yang berdasarkan Pancasila yang menempatkan nilai-nilai
agama dan nilai- nilai etika lainnya. Oleh sebab itu pengembangan religius
dan akhlak mulia menepati tempat yang khusus dalam pendidikan
nasional. Dalam kaitan ini dapat dibedakan antara pendidikan religius dan
pendidikan budi pekerti. Pendidikan religius sangat erat kaitannya dengan
pendidikan agama tertentu, sedangkan pendidikan budi pekerti sifatnya
lebih umum berkaitan dengan nilai-nilai universal dari manusia yang
beradab. Tugas pendidikan adalah untuk mengembangkan pribadi yang
bersusila, dan beradab sebagai anggota dalam masyarakatnya, masyarakat
sekitarnya, masyarakat etnisnya, masyarakat bangsanya yang berbhineka

dan sebagai anggota dari masyarakat manusia yang beradab.

Pendidikan sebagai Pengembangan Warga Negara yang

Betanggungjawab.
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Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajibannya masing-
masing. Negara melindungi dan memfasilitasi perkembangan individu
sepenuhnya. Ini adalah tanggung jawab negara. Sebaliknya, setiap warga
negara mempunyai tenggung jawab untuk memelihara ketertiban di dalam
masyarakat sehingga negara dapat melaksanakan fungsinya dalam
melindungi serta memfasilitasi perkembangan warganegaranya termasuk

penyelenggaraan pendidikan yang dibutuhkan oleh warga negaranya.

Warga negara bukan hanya dapat tetapi boleh dan harus menuntut
negara untuk melindungi hak-hak asasi kemanusiaannya. Oleh sebab itu,
setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjadi
warga negara yang baik seperti membayar pajak, mematuhi Undang-
Undang, menghormati simbol-simbol negara sebagai kesepakatan bersama

didalam hidup bersama sebagai masyarakat bangsa.

Pendidikan sebagai Mempe rsiapkan Pekerja-pekerja yang Terampil

dan Produktif

Pendidikan telah menjadi identik dengan pelatihan dan dengan
demikian pendidikan dikuasai dengan falsafah pragmatisme. Menurut
pandangan ini manusia diciptakan untuk bekerja. Tanpa bekerja, orang
tidak akan hidup. Hidup adalah bekerja dan bekerja adalah hidup.
Workaholic adalah sosok ideal dalam masyarakat modern. Namun
demikian, manusia dilahirkan bukan untuk bekerja melainkan bekerja
untuk hidup. Bekerja merupakan suatu pengabdian terhadap kehidupan

yang lebih baik dan bukan merupakam budak dari eksistensi manusia itu
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sendiri. Jika demikian, pekerjaan menempati tempat yang sangat
terhormat dalam kehidupan manusia karena di dalam pekerjaan itulah
dapat disumbangkan berbagai kemampuan, talenta, kreativitas manusia
untuk pengembangan dirinya dan kemaslahatan orang banyak. Di sinilah
letak nilai dari suatu pekerjaan atau nilai dari keberadaan dan kehidupan

seseorang dalam masyarakatnya.

Pekerjaan bukanlah tujuan akhir dari kehidupan manusia tetapi
sebagai sarana dari perwujudan kemanusiaan seseorang. Masing- masing
orang dikaruniai talenta dan dengan talenta itu manusia dapat mewujudkan
kemanusiaannya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk sesamanya.
Manusia yang merdeka adalah manusia yang mengembangkan
keberadaannya melalui pekerjaan yang dimilikinya sehingga dia
sepenuhnya mengabdikan dirinya bagi penyempurnaan kehidupan
pribadinya dan juga sebagai anggota masyarakat yang berguna dan

bertanggung jawab.

Pendidikan untuk pekerjaan merupakan sesuatu yang mulia apabila
ditujukan kepada pembebasan manusia. Manusia yang dikembangkan
untuk menguasai suatu pekerjaan adalah mengembangkan Kkreativitas
seseorang. Pendidikan untuk memiliki pekerjaan bukan melahirkan robot-
robot sebagai suatu bagian dari mesin raksasa dalam suatu industri tetapi
manusia-manusia bebas yang kreatif yang dapat menciptakan berbagai
perubahan sehingga dengan demikian, ia menjadi salah satu dari agent of

change di dalam masyarakat modern yang tetap bebas dan kreatif.
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Manusia yang bebas dan kreatif tidak akan membentuk suatu kelompok
yang eksklusif seperti pembentukan kelas-kelas pekerja dalam teori
Marxisme tetapi manusia- manusia sebagai pribadi yang independen penuh
kreativitas yang terus maju ke depan. Ini adalah sosok pribadi yang

demokratis dan dapat mengembangkan masyarakat yang demokratis.

Pendidikan adalah Penge mbangan Pribadi Paripurna atau Seutuhnya

Pertama-tama ialah kenyataan bahawa tidak ada manusia atau
pribadi yang sempurna. Manusia diciptakan dan dilahirkan dengan karunia
dan bakat yang berbeda-beda. Tidak ada dua manusia yang sama
meskipun kembar satu sel pun melahirkan dua pribadi yang berbeda.
Keragaman manusia merupakan tanda kemerdeakaan manusia. Apabila
semua manusia di dunia ini sama maka tidak akan muncul dan
berkembang apa yang disebut kreativitas dan kemajuan. Manusia hanyalah
sekedar robot-robot yang dihasilkan oleh suatu mesin raksasa seperti yag
digambarkan oleh George Orwell dalam novelnya yang terkenal 1984
“Kenyataannya manusia diciptakan menurut harkatnya masing-masing.
Oleh sebab itu, dia bertanggungjawab untuk mengembangkannya bagi

dirinya sendiri dan bagi sesamanya.

Pengembangan manusia atau pengembangan kepribadian manusia
seutuhnya akan lebih tepat apabila dikatakan “pengembangan pribadi
sebagaimana adanya”. Karena keberadaan manusia adalah keberadaan
dalam keragaman maka pengembangan kepribadian manusia lebih

menitikberatkan pada kreativitas manusia dan bertanggung jawab pada
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kehidupannya. Pendidikan manusia seutuhnya atau pendidikan
kepribadian paripurna lebih mengasumsikan kepada keseragaman manusia
yang bertentangan dengan keragaman manusia. Oleh sebab itu proses
pendidikan yang menyamaratakan manusia seperti misalnya di dalam

kebijakan Ujian Akhir Nasional didasarkan kepada keseragaman manusia.

Pendidikan sebagai Proses Pembentukan Manusia Baru

Pemahaman tentang pendidikan sebagai pemebentukan manusia baru
dipahami dari fakta bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang melekat
pada setiap kehidupan bersama dan berjalan sepanjang perjalanan umat
manusia. Jhon Dewy mengemukakan bahwa pendidikan dapat dipahami
sebagai sebuah upaya konservatif dan progresif dalam bentuk pendidikan
sebagai pendidikan formasi, sebagai rekapitulasi dan retrospeksi dan
sebagai rekonstruksi (Dewey, 1964:69-77)

Michael Rutz mengemukakan bahwa pendidikan berawal dari fakta
bahwa manusia memeiliki kekurangan, atau dalam bahasanya disebut
defisit, karenanya pendidikan merupakan jawaban untuk membuatnya
lengkap. Dikatakan juga karena setiap pribadi selalu mempunyai defisit
maka pendidikan adalah suatu proses keompensatoris yang dapat
membantu anak didik untuk sedapat-dapatnya menutupi defisit tersebut.

Rhenischer Merkur. Jan (2000:21)

Pemahaman ini dekontekskan dengan upaya-upaya pembangunan,

khususnya dalam konteks pembangunan di negara berkembang untuk

mengejar ketinggalannya. Dari berbagai ragam definisi tentang pembangunan,
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salah satu definisi yang memadai adalah definisi PBB yang endefinisikan
pembangunan sebagai sebuah upaya atau proses dinamis tanpa akhir.
Disebutkan dalam dokumennya bahwa “development is not a static concept. It
is continuously changing”. Pemikiran ini sebangun dengan pemikiran yang
dikemukakan oleh Rektor Universitas PBB, Soejatmiko yang mendefinisikan
pembangunan sebagai sebuah proses pembelajaran dari satu kehidupan ke satu
kehidupan yang lebih baik. Pembangunan bukan dilakukan melalui berbagai
tindakan atau melalui keahlian-keahlian yang diperoleh, melainkan sebagai
suatu yang dipelajari. Belajar, dalam arti di sini adalah peningkatan
kemampuan masyarakat, abik secara individual maupun secara kolektif, tidak
hanya menyesuaikan diri dengan perubahan menuju tujuan-tujuan masyarakat.

(Soejatmiko ed. (1997:50) )

Dari berbagai pendapat diatas mengenai pendidikan sebagai proses
pembentukan manusia baru, dalam penelitian ini penulis sependapat dengan
apa yang dikemukakan oleh Jhon Dewey dimana dikemukakan bahwa
pendidikan dapat dipahami sebagai sebuah upaya konservatif dan progresif
dalam bentuk pendidikan sebagai formasi, sebagai rekapitulasi dan
retrospeksi, dan sebagai rekontruksi. Sejalan dengan pendapat Jhon Dewey
penulis juga sepakat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Rutz bahwa
pendidikan berawal dari kenyataan manusia memiliki kekurangan,atau dalam
bahasanya disebut defisit, karenanya pendidikan merupakan jawaban untuk

membuatnya lengkap.
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D. Pendidikan sebagai Proses Pemberdayaan

Proses pendidikan merupakan suatu proses perbantua pada peserta
didik agar dapat berkembang sepenuhnya sesuia dengan bakat serta
kemampuan yang dimilikinya. Seperti telah dijelaskan manusia dilahirkan tak
berdaya karena dia tergantung kepada tuntutan-tuntutan biologis yang
disediakan oleh orangtuanya dan oleh lingkungan alamiahnya. Makhluk yang
tak berdaya itu pula secara intelektual dan emosional merupakan makhluk
yang perlu dibimbing agar dia dapat berkembang sehingga dia dapat
menguasai perkembangan dirinya dan alam sekitarnya untuk kepentingannya
sendiri. Eksplorasi terhdap dirinya serta alam sekitarnya maupun dengan
sesama manusia membantu perkembangan dirinya agar dia dapat berdiri
sendiri dan memberdayakan dirinya sendiri atas tanggung jawabnya sendiri.
Inilah yang disebut proses pemberdayaan dari anak manusia,dari makhluk
yang tidak berdaya menjadi makhluk yang independen serta kreatif sehigga
dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain serta terhadap

Tuhannya.

Proses pemberdayaan peserta didik berarti  menghormati
keberdirisendirian dari pribadi manusia yang disebut peserta didik dan bukan
merampas hak-hak asasinya dan martabat seseorang peserta didik sebagai
sesama manusia. Disinilah terletak nilai-nilai etis dari proses pendidikan,
bahwa antara pendidik dan peserta didik terdapat hubungan tanggung jawab
yang sifatnya etis. Pendidik mengabdikan seluruh kepribadiaanya untuk

kepentingan peserta didik serta pihak peserta didik secara lambat laun sesuai
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dengan tigkat perkembangannya akan mengambil alih tanggung jawab itu
oleh dirinya sendiri. Relasi memberi dan menerima tanpa pamrih ini benar-
benar merupakan suatu tindakan etis dalam relasi antara pendidik dan peserta

didik, antara orang tua dan anak.

Dibawah ini akan penulis sajikan beberapa pendapat mengenai
pendidikan sebagai proses pemberdayaan peserta didik dari beberapa tokoh
baik dalam negeri maupun luar negeri yang berlatar belakang sebagai ahli

pendidikan:

1) Ki Hadjar Dewantara

“Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas
hidupnya lahir, sedangkan hidup batin itu terdapat dari pendidikan.
Manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak
tergantung pada oranglain akan tetapi berdasar atas kekuatan sendiri”

(Dewantara, 1928:3).

Ki Hadjar Dewantara mendirikan Perguruan Nasional Tamansiswa.
Ada tiga asas yang merupakan roh dari perguruan tersebut a) Asas
kemandirian manusia. b) Asas sistem among yang merupakan habitus dari
perkembangan prinsip kemandirian. c) Habitus budya termasuk
lingkungan alamiah di mana terjadi perwujudan kemandirian dan sistem

among tersebut. Penjelasan dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:
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a) Asas Kemandirian

(1) Manusia pada dasarnya merupakan makhluk yag berdiri sendiri
dan bertanggung jawab atas eksistensinya. Inilah asas sereh but the
seeking rehet yaitu asas untuk mengatur diri sendiri, bertanggung
jawab atas keberadaannya sendiri tanpa tergantung kepada orang lain.
Hal ini juga mengimplikasikan bahwa seseorang tidak mempunyai hak
untuk merampas kemandirian orang lain. Hak untuk menjadi diri
sendiri ini tidak lain adalah erwujudan dari identitas seseorang. Namun
demikian identitas seseorang tidak dapat terwujud tanpa sesama yang
lain atau dalam relasi dengan sesamanya. Relasi antar manusia berarti
suatu relasi dari berbagai identitas dan berbagai kemungkinannya.
Perkembangan serta terbentuknya identitas seseorang dalam relasi
sesamanya hanya dapat terjadi dalam hubungan interpersonal yang
tertib dan damai. Tidak mungkin dalam kondisi yang serba
bermusuhan serta kecurigaan atau tidak adanya trust di dalam
interaksi sesama manusia itu akan terbentuk identitas seseorang.
Dalam suasana damai dapat terjadi saling membantu, saling
pengertian, saling mengisi, dan saling bertanggung jawab untuk
perkembangan pribadi dan perkembangan masyarakat pada umumnya.
Identitas seseorang mengimplikasikan adanya identitas sesama yang
lain di dalam suasana saling menghormati dan saling menghargai.
Dalam kondisi saling mencurigai bahkan saling bermusuhan tidak

mungkin terjadi pembentukan dan perkembangan identitas seseorang.
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b) Sistem Among

Prinsip  kemandirian  dalam  proses  pendidikan
dikembangkan dalam sistem among. Among atau ngemong
mempunyai arti yang sangat dalam di dalam proses pendidikan yang
berkaitan dengan hakikat manusia yang tidak berdaya ketika
dilahirkan. Namun demikian ketidak berdayaan manusia merupakan
suatu proses yang tertuju ke arah kemandirian. Hal ini berarti dalam
sistem among relasi antara pendidik dan peserta didik bukanlah suatu
relasi salaig ketergantungan, tetapi suatu relasi yang semakin lama
semakin memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiri
sendiri. Sistem among bukan berarti suatu sistem perintah dari atas
atau embiarkan peserta didik mencari jalannya sendiri. Dengan
demikian pendidikan bukanlah suatu proses totaliter atau kemerdekaan
tanpa batas, tetapi proses pemandirian yang bertahap sesuai dengan

perkembangan pribadi peserta didik.

Sistem among mempunyai implikasi di dalam relasi antara
pendidik dan peserta didik. Pendidik bukanlah sorang diktator atau
yang haus kekuasaan atau kehormtan pribadi, tetapi dengan satu visi
yang sevara sukarela dan penuh dedikasi dalam membantu peserta
didik untuk menemukan dirinya sendiri atau dapat berdiri sendiri atas
kemampuannya sendiri. Inilah prinsip among yng menuju kemandirian

yang memerlukan dedikasi seorang pendid k.
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Prinsip Kebudayaan

Proses pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara (1928:30)
“pendidikan terjadi di dalam habitus yang sentripetal artinya yang
berpusat dari budaya lokal dan berangsur-angsur meningkat kepada
lingkungan semakin luas sampai pada budaya nasional bahkan budaya
global” inilah prinsip yang modern dari Tamansiswa yang sejak
semula telah mengenal prinsip-prinsip multikultural yang marak pada
abad XXI ini. Tamansiswa telah menunjukkan pentingnya
pengembangan identitas manusia yang berakar dari keluarga serta
budaya lokal sehingga hubungan personal antar manusia yang konkret
merupakan dasar dari terbentuknya identitas seseorang, identitas etnis

dan identitas bangsa Indonesia.

Ketiga prinsip proses pendidikan Tamansiswa diatas
merupakan ruh Tamansiswa yang menghargai akan nilai-nilai luhur
kemanusiaan yaitu manusia yang berdiri sendiri, yang didalam
perkembangannya memerlukan bantuan orang lain yaitu pendidik yang
bukan untuk mendominasikannya tetapi yang membantunya agar
menjadi pribadi yang berdiri sendiri, mandiri dan bertanggung jawab.
Seluruh proses kemandirian tersebut terjadi di dalam habitus sosial
budaya tempat proses pendidikan berlangsung. Proses pendidikan
sebagai proses menuju kemandirian seorang pribadi berarti merupakan
suatu proses pembebasan dari ketidak berdayaan manusia yang

memerlukan dialog dan hubungan inerpersonal yang berdasarkan
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keputusan-keputusan etis di dalam habitus lokal menuju kepada

habitus nasional dan global.

1) Romo Mangun Wijaya

Romo Mangun adalah seorang humanis, menurut pandangan Romo
Mangun manusia adalah makhuk Kkreatif yang dianugrahi oleh Sang
Pencipta dengan kebebasan berfikir untuk menentukan tempatnya sendiri
di dunia ini. Penjabaran prinsip-prinsip pendidikan Romo Mangun dari
pandangan manusiannya banyak dipengaruhi oleh pandangan dari
Rousseau dan Piaget. Rousseau mengingatkan pada kita bahwa anak
mempunyai hakikat sendiri dan bukanlah orang dewasa dalam bentuknya
yang kecil. Suasana alamiah adalah suasana dimana anak dapat
berkembang secara sewajarnya Yyang bersifat kemanusiaan serta
kekeluargaan. Dalam hal ini Romo Mangun banyak dipengaruhi oleh
pemikiran-pemikiran John Piaget yang telah meneliti tentang
perkembangan kognisi anak. Namun demikian Romo Mangun
mengingatkan bahwa hasil penemuan dan eksperimen dalam pendidikan di
Eropa tentunya terkai dengan kebudayaan Eropa Barat yang dewasa ini
telah cenderung ke arah materialisme dan ateisme. Prinsip-prinsip yang
baik yang ada dalam idiologi Eropa tentunya ada yang bisa dimanfaatkan
dalam proses pendidikan anak-anak Indonesia. Namun demikian prinsip-
prinsip universal tersebut harus dicocokkan dengan variabel-variabel

sosiologis, antropologis, dan politis di Indonesia.
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a) Prinsip mendasar proses pendidikan menurut Romo Mangun:

(1) Peserta didik mempunyai keinginan untuk mengeksplorasi dirinya

@)

©)

dan alam sekitarnya. Peserta didik ingin mengembangkan dirinya
sendiri. Dalam hal ini Romo Mangun tidak sepakat dengan teori
tabula rasa dari John Locke dimana tugas pendidik seperti
menuangkan air dalam cawan yang kosong. Pendidikan terjadi
dalam situasi dialog karena peserta didik ingin menjadi dirinya
sendiri dengan bantuan pendidik

Peserta didik dilahirkan dengan berbagai kemampuan seperti ingin
untuk berdiri sendiri, ingin berkomunikasi dan mengebangkan
bakat kebersamaannya dengan sesama temannya. Oleh sebab itu,
kelas yang terlalu besar tidak memunginkan pada peserta didik
untuk  mengembangkan  kepribadiannya  secara  penuh.
Kemampuan-kemampuan yang dibawa sejak lahir oleh peserta
didik dapat dikembangkan dalam ramuan kekayaan sosial dan
budaya peserta didik tempat dia ibesarkan. Oleh sebab itu
keterkaitan antara pendidikan dan kebudayaan lokal mempunyai
arti yang sangat penting dalam perkembangan kepribadian peserta
didik.

Kondisi tempat proses pendidikan berlangsung, haruslah dalam
suasana kekeluargaan. Sekolah umpamanya adalah bukan suatu
arena persaingan hidup tapi suatu confivium (kehidupan bersama).

Persaingan bukan berarti mengalahkan lawan atau memusuhi orang



4)

38
lain, tapi justru dilahirkan oleh kesetiakawanan dalam upaya
untuk memecahkan masalah bersama bagi kesejahteraan
masyarakat.

Penataan diri sendiri (self government). Salah satu fitrah manusia
adalah keinginan untku berdiri sendiri tau menata diri sendiri. Oleh
karena itu manusia dilahirkan dengan berbagai bakat dan
kemampuan, maka di dalam penataan diri sendiri tersebut
tergantung kepada bakat dan kemampuannya itu. Hal itu berarti
proses pendidikan adalah proses yang menyeluruh yang
memberikan kesempatan bagi peserta-didik untuk mengembangkan
dirinya sendiri sesuai dengan bakatnya. Peserta didik dilahirkan
dengan bakat-bakat bahasa, moral, estetika, religius, sosial, politik,
dan sebagainya yang bagi orang perorang tidak sama. Ada yang
menonjol bakat seninya, ada yang menonjol kemampuan
ekspresinya serta berdialog dalam bahasa, ada pula yang menonjol
kemampuan matematikanya, ada yang menonjol di dalam
kemampuan olah raganya. Pendidikan bukan hanya ditujukan
kepada satu jenis kemungkinan bakat peserta didik tapi untuk
keberagaman bakat peserta didiknya. Dengan demikian akan lahir
kebhinekaan perkembangan bakat-bakat peserta didik yang secara
keseluruhan akan membentuk suatu masyarakat yang lebih
berkualitas. Kualitas masyarakat yang demikian tidak hanya dpat

dicapai melalui persaingan tetapi lebih pada kebersamaan.
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b) Kreativitas dan Kebebasan

Bakat eksplorasi pada peserta didik akan membuahkan kreasi-
kreasi baru dalam suasana kebebasan. Tanpa kebebasan tidak mungkin
berkembang kemampuan kratif dan keinginan untuk eksplorasi.
Dengan demikian proses pendidikan yang sifatnya otoriter yang
membatasi kebebasan-kebebasan peserta didik tidak mungkin

berkembang dengan kreativitas peserta didik (Tilaar, 2008:.61-65).

Proses belajar dalam kondisi kebebasan dan pengembangan
kreativitas hanya akan terjadi di dalam pengalaman yang langsung dari
peserta didik. Dalam hal ini terdapat penelitian Jean Piaget mengenai

perkembangan kognisi peserta didik yang dijelaskan sebagai berikut:

(1) Pengembangan kognisi suatu anak diperoleh dari suatu
pengalaman ke pengalaman lainnya elalui proses dialektis
situasional. Atinya dengan sikap keingintahuan peserta didik dia
akan bertanya mengani hal yang ditemukanya di dalam
lingkungannya. Lingkungannya menantang dia dan berdialog
dengan peserta didik untuk mencari jawabannya.

(2) Peserta didik mengalami keguncangan di dalam apa yang telah
diketahuinya selama ini. Kondisi ini merupakan kondisi kritis yang
berarti peserta didik merasa tidak puas terhadap pengalamannya

selama ini.
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(3) Sesudah mengalami proses kriis, peserta didik memasuki tahap
perrenungan, pertimbangan, verifikasi dan klasifikasi terhadap

jawaban yang telah disusunnya (Tilaar, 2008:66-67).

Inilah proses belajar kreatif yang sangat berlawanan dengan
proses belajar menghafal apalagi dalam proses belajar dewasa ini yang
hanya tertuju pada persiapan menghadapi ujian nasional dan bukan
memberikan tantangan terhadap peserta didik terhadap kemampuan

berfikirnya.

Prinsip Proses pendidikan di Sekolah Dasar eksperimen

Mangunan

Manusia yang dibatasi pengetahuan atau yang tidak
memeperoleh penididikan berarti dibatasi akan kesadaran dirinya
sehingga dia dikuasai oleh orang lain. Disinilah letak kesamaan
pendapat Romo Mangun dengn Paulo Freire yang mengajarkan kodrat
manusia dalam menghayati kesadarannya sebagai manusia yang
berartabat. Penyadaran terhadap harkat manusia tersebut disebut oleh
Paulo Freire sebagai conscientization. Pendidikan adalah keterlibatan
seseorang dlam politik (praktis). Inilah salah satu tugas mulia yakni
menyadarkan seseorang akan harga dirinya sebagai manusia yang
berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Manusia yang miskin yang
dibatasi kesempatannya untuk memperoleh pendidikan yang
berkualitas berarti membatasi kesadaran akan tanggung jawabnya

sebagai anggota masyarakat yang kreatif dan produktif.dia hanya
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menjadi alat penguasa dan tetap bodoh sepanjang masa. Inilah nasib
orang-orang kecil dan miskin serta tersingkirkan yang dibela oleh
Romo Mangun dalam membela orang-orang di Kali Code Yogyakarta,
untuk itu Romo Mangun membuat Sekolah Dasar (SD) Eksperimen

Mangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

(1) Prinsip cinta kasih.

Proses pendidikan adalah proses dialog yang didasarkan kepada
kasih antara sesama dan bukan indoktrinasi, pemaksaan, serta
penindasan terhdap harkat manusia yang ingin kebebasan dan
bertanggung jawab sendiri.

(2) Proses pendidikan berdasarkan pada kesamaan derajat antara
pendidik dan peserta didik.

Dalam dialog tidak ada tempat pada arogansi atau sikap menggurui
yang berarti kedudukan yang sama antara pendidik dan peserta
didik.

(3) Proses pendidikan bukanlah suatu proses yang romantik, tetapi
dalam suasana kebebasan dan jiwa terbuka antara pendidik dan
peserta didik.

Dalam situasi inilah terjadi situasi di mana peserta didik dengan
bebas mengadakan eksplorasi serta tugas pendidik adalah
membantunya di dalam tugas bereksplorasi itu.

(4) Proses pendidikan sebagai proses menggiatkan eksplorasi berarti
pula membangkitkan keberanian seseorang untuk mempertnyakan

berbagai kemapanan sosial (civil courage).
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Prinsip ini diambil Romo Mangun dari Paulo Freire yaitu
menimbulkan kesadaan terhadap keterkucilan kaum kecil dari
penindasan kekuasaan dari berbagai struktur kekuasaan dalam
masyarakat.
(5) Penyadaran terhdap harkat manusia telah ditindas oleh sistem

pendidikan formal negara (Wijaya, 2004:233-235).

Sesuai dengan tujuan sekolah eksperimen sebagai pembebasan
manusia, maka baik sekolah maupun kelasnya merupakan ruangan yang
terbuka. Dalam ruangan yang terbuka secara fisik maupun psikis anak
dapat berkembang sewajarnya dalam pengenalan terhadap kemampuan
dirinya dan tantangan yang berada di lingkungannya baik berupa tantangan
manusia maupun tantangan alam. Dalam proses pendidikan yang
demikianlah seorang peserta didik dalam kemerdekaannya berdialog
dengan dirinya sendiri, sesama peserta didik, dengan alam dan
pendidikannya. SD Eksperimen Mangunan tidaklah sama dengan SD
formal pada umumnya dalam sistem pendidikan nasional. Sekolah tersebut
tidak mengenal kurikulum formal ataupun segala hal-hal lainnya yang
bersifat formal birokratis yang segala aktivitasnya dalam proses belajar
dalam suasana kebebasan. Namun demikian, di sekolah SD Mangunan
bukan berarti tidak ada aturan main, ketertiban dan kepatuhan tetap
penting dalam SD Mangunan, tetapi perintah dan kepatuhan tersebut
bukanlah datang dari atas tetapi dari kesadaran sendiri dalam pergaulannya
dengan sesama teman, denga peserta didik serta dengan lingkungan

sekitarnya. Mereka itu dibimbing untuk timbul kesadaran akan perlunya
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tata tertib dan kepatuhan dalam mempelajari sesuatu sesuai dengan
tingkat perkembangan kepribadiannya. Dalam kaitan ini penghayatan
langsung terhadap gejala-gejala alam dalam ilmu kealaman serta pelajaran
bahasa diperoleh langsung oleh peserta-peserta didik dalam
penghayatannya dan dialognya dengan sesama kawannya (Pradipta,

2007:107-132).

Eksperimen yang dilakukan oleh Romo Mangun tentu sangat
berbeda dengan sekolah-sekolah formal yang memenjarakan peserta didik.
Sekolah-sekolah formal itu tidak mengembangkan kemandirian peserta
didik, tetapi memaksa peserta didik menghafal agar lulus dalam ujian
negara dan mendapatkan diploma formal atas keberhasilan pendidikannya.
Masyarakat yang berdiri sendiri, yang bermoral, hendaknya dibebaskan
dari sistem sekolah yang ada. Romo Mangun bukannya berpendapat untuk
menghilangkan lembaga sekolah. Yang diinginkan mereka adalah
mengubah tujuan dan proses pendidikan di sekolah yang bertujuan untk
pemerdekaan peserta didik dari berbagai proses indoktrinasi serta

pemenjaraan berfikir kreatif dan inovatif peserta didik.

2) Paulo Freire

Konsep pendidikan Paulo Freire lahir dari lingkungan
masyarakat Barzil pada waktu itu. Paulo Freire melihat kenyataan
bahwa kaum buruh yang hidup iskin dan berpendidikan rendah tidak
mempunyai kesadaran terhadap nasibnya. Melalui pemberantasan buta

huruf, pendidikan dasar, para buruh mulai menyaari akan
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ketdakberdayaannya dan berupaya untuk memperbaiki nasibnya
sendiri. Tentunya cita-cita Paulo Freire pada saat itu tidak sesuai
dengan penguasa. Akibatnya dia harus terdampar sebagai dosen tamu
di Universitas Harvard tahun 1970’an dan kemudian bekerja sebagai
konsultan di dewan gereja-gereja sedunia di Geneva. Dari lembaga
inilah ide-ide Paulo Freire tersebar baik di Afrika maupun di beberapa

negara di Asia.

Konsep-konsep pemikiran Paulo Freire mengenai pendidikan
mempunyai kesamaan dengan pemikiran-pemikiran psikolog Carl
Rogers, Ivan lllich, John Dewey, Lev Vygotsky. Dalam pemikiran
Carl Rogers dia memberikan perhatian yang besar kepada
kemerdekaan individu dalam berekspresi. Pendidikan adalah tanggung
jawab peserta didik dan bukan pada guru. Adalah peserta didik yang
bertanggung jawab terhadap perkembangan kepribadiannya melalui
evaluasi dirinya. Oleh sebab itu, pendidikan haruslah “student
centered” dan bukan berpusat pada guru. Peserta didik adalah master
dari apa yang dipelajarinya. Dengan demikian bukanlah ujian atau tes
sekolah atau oleh negara yang menentukan pengetahuan yang dimiliki
oleh peserta didik ataupun mengikuti apa yang telah diajarkan oleh
pendidik terhadapnya. Proses pendidikan adalah memberikan
kemampuan kepada peserta didik secara keseluruhan pribadinya
dengan perasaan dan emosinya dalam menguasai ilmu pengetahuan.
Inilah pendekatan proses pendidikan dari Rogers maupun Freire. Bagi

Rogers, hubungan antara pasien dan terapis dalam hal ini semakin erat,
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berbeda dengan pendekatan psikologi tradisional yang mengambil
jarak. Seperti Paulo Freire , Carl Rogers dalam bukunya On Personal
Power (1977) pendekatan psikologisnya bukan hanya dierima oleh
kelompk menengah saja namun juga oleh kelompok yang tertindas.
Memang bukunya terbit tahun 1969 (Freedom to Learn) dan Freire

menulis Pedagogy of Oppressed tahun 1968.

Sebagai pendidik yang revolusioner Paulo Freire mempunyai
berbagai prinsip yang konsisten. Prinsip-prinsip tersebut adalah

sebagai berikut:

(1) Adanya koherensi antara teori dan praktik. Koherensi antara teori
dan praktik ternyata bukan hanya dalam tulisan-tulisan Paulo
Freire tetapi juga dalam sejarah kehidupannya.

(2) Selalu menganalisis praktiknya sendiri sebagai seorang praktisi,
sebagai seorang penggerak sosial dalam melawan berbagai
penindasan di dalam masyarakat.

(3) Sangat meghargai otonomi, tetapi bukan seserang yang mudah
terbawa arus. Dia tidak pernah melarikan diri dari suatu diskusi

dan selalu memberikan opininya sendiri (Tilaar, 2007:293-107).

Dari beberapa teori diatas dalam penelitian ini penulis lebih menitik
beratkan pada teori yang sesuai dengan fenomena penelitian yang ada, teori
yang dirasa tepat untuk penelitian ini adalah teori yang dibangun oleh Romo
Mangun karena mempunyai kesamaan perspektif dalam memandang hakikat

manusia sebagai peserta didik baik yang terjadi di Sekolah Dasar Eksperimen
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Mangunan maupun di Sekolah Alternatif Qoriyah Thoyyibah sebagai lokus
penelitian ini, meskipun teori-teori yang dikemukakan oleh dua tokoh lain
juga memliki persamaan perspektif terhadap hakikat pendidikan diantaranya
bahwa pendidikan adalah pembebasan dan berpusat pada peserta didik untuk
menentukan nasibnya sendiri. Pada dasarnya ketiga teori diatas dapat

digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini.

. Kebijakan Pendidikan Berdasarkan Hakikat Pendidikan

Dalam antropologi filsafat dikenal bermacam-macam pandangan
tentang hakikat manusia, seterusnya hakikat pendidikan tergantung kepada
pandangan tentang hakikat manusia itu. Dalam teori sebelumnya telah
dipaparkan pandangan manusia dari tiga tokoh pemikir yaitu Ki Hadjar
Dewantara, Romo Mangun dan Paulo Freire. Ketiga tokoh tersebut mewakili
berbagai jenis pandangan manusia. ketiga tokoh tersebut mempunyai
kesamaan dalam melihat manusia bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek
yang bermartabat dan bertanggung jawab dalam memberikan makna terhdap
kehidupannya. Namun demikian, kemerdekaan serta kreativitas manusia
banyak terhalang dalam berbagai konstruksi dalam kehidupan sosial buatan
manusia. dengan kata lain kesadaran akan pribadi yang merdeka dan
berkreativitas telah dibatasi oleh berbagai jenis kekuasaan dalam masyarakat.
Bagi tokoh-tokoh ini, gambaran manusia adalah makhluk personal yang bebas
dan dapat engembangkan pribadinya melalui dialog dengan sesamanya dan
alam sekitarnya. Dalam dialog tersebut dibutuhkan kemerdekaan dan saling

menghormati dalam kehidupan bersama. Aspek peronal dan aspek sosial dari
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manusia merupakan gambaran manusia yang paling hakiki. Namun
demikian, kenyataannya manusia dalam kehidupan sosial sering kali dirampas
kemerdekaannya, sehingga tidak dapat berkembang. Proses pendidikan adalah
proses pembebasan dari penindasan, dan pembebasan dari tekanan-tekenan
kekuasaan yang menghambat perkemabangan dirinya. Pendidikan dilihat
sebagai dekonstruksi terhadap berbagai struktur kekuasaan yang membatasi

kemerdekaan manusia (Foucault, 2000:47).

Proses pendidikan merupakan kesatuan antara teori dan praktik
pendidikan. Praksis pendidikan yang merupakan kesatuan antara teori dan

praktik meliputi unsur-usur sebagai berikut:

(1) Dalam lingkup teori dirumuskan gambaran manusia mengenai Vvisi, misi
dan program-program pelaksanaan untuk mewujudkan visi dan misi
tersebut.

(2) Disamping aspek-aspek teoritis terdapat aspek pelaksanaan atau praktik
dari tindakan pendidikan.

(3) Proses terjadinya perumusan visi, misi dan program-program untuk

mewujudkan visi dan misi pendidikan (Nugroho, 2008:173).

Setelah kita melihat penjabaran visi dan misi pendidikan dari
pandangan manusia maka dapat Kkita simpulkan bahwa secara teoritis
penjabaran visi da misi pendidikan tidak bisa terlepas dari hakikat manusia
sebagai makhluk personal sekaligus sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu
perumusan Visi misi tersebut tergantung pada aspek-aspek politik, sosial, dan

ekonomi di mana manusia itu hidup. Selanjutnya, karena pendidikan itu
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merupakan kesatuan antara teori dan praktik maka analisis kebijakan
pendidikan merupakan salah satu input penting dalam perumusan visi misi
pendidikan. Bahakan seterusnya program-program pendidikan yang telah
diujicobakan atau dilaksanakan merupakan masukan bagi analasisi kebijakan
yang pada gilirannya akan lebih mempertajam atau me